
 
 

PENGUMUMAN TENDER CEPAT 
Nomor: B/1417/PL.02.07/XI/2022 

 
Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Seragam Tenaga Pendukung di Lingkungan 
Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 akan melaksanakan Tender Cepat 
untuk paket pekerjaan pengadaan barang sebagai berikut: 
 
1. Paket Pekerjaan 

Nama paket pekerjaan : Pengadaan Seragam Tenaga Pendukung di Lingkungan 
Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 

Lingkup pekerjaan : Pengadaan Seragam Tenaga Pendukung di Lingkungan 
Ombudsman Republik Indonesia Tahun Anggaran 2022 

Nilai total HPS : Rp 349.300.000,- (Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Juta 
Tiga Ratus Ribu Rupiah) 

Sumber pendanaan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 
110.01.1.439624/2022 Tahun Anggaran 2022 dengan 
Nomor Mata Anggaran Kegiatan : 
5094.EBA.994.002.B.521111 (Penyelenggaraan 
Operasional Perkantoran) 

 
2. Persyaratan Peserta 

Paket pengadaan ini terbuka untuk penyedia yang teregistrasi pada Layanan Pengadaan 
Secara Elektronik (LPSE) dan memenuhi persyaratan, dengan proses pengadaan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada perusahaan yang memenuhi 
persyaratan sebagai berikut:  
1. Syarat Kualifikasi  
   a. Penyedia jasa harus memiliki keahlian dalam bidang pekerjaan seragam. Memiliki     
       Klasifikasi (Salah Satu Terpenuhi ):  

- Izin Usaha dan Pengalaman KBLI 2020 C1411 INDUSTRI PAKAIAN JADI (BUKAN 
PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN)  

- Izin Usaha dan Pengalaman KBLI 2020 C1412 PENJAHITAN DAN PEMBUATAN 
PAKAIAN SESUAI PESANAN  

- Izin Usaha dan Pengalaman KBLI 2020 G4641 PERDAGANGAN BESAR 
TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI  

b. Penyedia jasa pernah atau sedang (berpengalaman) dalam bidang pengadaan seragam 
selama 2 (dua) tahun terakhir.  
c. Memiliki data Dokumen perusahaan : 

  Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahan Terakhir (bila ada)  

 Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku  

 Sertifikat Keanggotaan KADIN yang masih berlaku  

 Sertifikat Kompetensi KADIN yang masih berlaku  

 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)  

 Pengusaha Kena Pajak (PKP)  

 Surat Ijin Usaha Perusahaan (SIUP) yang masih berlaku  

 Tanda Daftar Perusahaan (TDP) / NIB yang masih berlaku  

 Surat Ijin Operasional Tenaga Kerja yang masih berlaku  



 Untuk penyedia Non Kecil harus memiliki kemampuan keuangan berupa Sisa 
Kemampuan Nyata (SKN) yang disertai dengan Laporan Keuangan tahun 2020 dan atau 
2021 (yang di audit oleh akuntan publik)  

 SKN dikecualikan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.  

 Neraca ekuitas. 

 Bukti Setor Pajak Tahun Terakhir 
 
 
 
 
3. Pelaksanaan Pengadaan 

Tempat dan alamat : Ombudsman Republik Indonesia 
   Jl. H.R Rasuna Said Kav. C-19, Kuningan,  
   Jakarta Selatan 
Website : www.ombudsman.go.id 
 : http://lpse.lkpp.go.id 

 
 

 
4. Dokumen Pengadaan dapat diunduh melalui website http://lpse.lkpp.go.id 
 
 
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian. 
 
 

Jakarta, 7 November 2022 
 

ttd 
 
Kelompok Kerja Pemilihan 
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